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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum dijalankan oleh pemerintahan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi.

Negara demokratis berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Pengelolaan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang dianut oleh suatu negara.

Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi negara. Dalam pemerintahan demokrasi rakyat memiliki kedudukan yang utama karena mereka memiliki kekuasaan 

tertinggi dalam suatu negara. Rakyat adalah pihak yang paling punya kehendak mengorganisasikan diri dalam sebuah negara guna mewujudkan cita-cita negara.
 Jika suatu negara menempatkan rakyat sebagai pemilik Kekuasan tertinggi maka pemerintahan dalam negara tersebut adalah pemerintahan yang menganut sistem demokratis dengan kedaulatan rakyat.


Berdasarkan konsep demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya, maka partisipasi harus diterjemahkan sebagai hak-hak dasar dari rakyat untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.



Dalam hal  ini,  Indonesia  sebagai  negara  yang  mengakui  bahwa rakyat adalah pemegang tertinggi kedaulatan maka Indonesia menjadikan pemilihan umum (Pemilu) sebagai salah satu sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat.



Kegiatan pemilihan umum (Pemilu) yang merupakan salah satu kegiatan yang mengajarkan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dengan cara memberikan suara kepada partai politik tertentu yang menjadi pilihannya. Pemilu merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses demokrasi. Untuk membentuk pemerintahan yang demokratis.Fungsi pemilu adalah pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elit penguasa, dan pendidikan politik.
 
Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, penyelenggaraan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu, dan dewan kehormatan Penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang- Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Pilpres 2019 menjadi bagian dari pemilihan umum (Pemilu) serentak pertama di Indonesia dalam sejarah. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakila Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, danDewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote, Pemilihan Umum (Pemilu 2019) telah mencatat sejarah luar biasa karena pemilu serentak ini dilaksanakan cuma dalam sehari untuk menghimpun suara hampir 130 juta suara pemilih dari (lebih kurang) 813.113 TPS di seluruh Indonesia.Pemilu 2019 meninggalkan cerita haru biru tentang pengorbanan para pekerja dan pengawas serta pengamanan luar biasa heroiknya nyaris luput dari pengamatan kita yang pada umumnya asik dan fokus pada hasil pemungutan suara dan menyaksikan aksi salah satu paslon yang melakukan manuver- manuver politik dan tekanan luar biasa guna mempengaruhi hasil pemilu. 
Dari sudut pandang pemilu, melaksanakan pemilu serentak bukan merupakan suatu keharusan. Pilihan untuk pemilu serentak atau tidak dalam hal ini biasanya pada pertimbangan- pertimbangan lain seperti soal penguatan sistem presidensial atau efektivitas dan efesiensi pemilu. 
Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 14/PPU-XI/2013 menjadi tonggak awal pelaksanaan pemilihan umum serentak di Indonesia, sekalipun sebagian pandangan mengatakan konsep pemilu serentak lima kotak tersebut secara gagasan telah hadir dalam pembahasan- pembahasan perubahan Undang- Undang Dasar 1945, sehingga pelaksanaannya secara argumentatif diyakini sebagai perwujudan original intens dari perumusan konstitusi. Argumentasi demikian juga merupakan bagian dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana termaksud dalam putusannya.

Putusan tersebut diikuti dengan perubahan Undang- Undang dibidang kepemiluan dan lahirnya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serentak tahun 2019. Pada 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak untuk pertama kalinya. Namun demikian, pemilu serentak tersebut ternyata tetap memiliki banyak persoalan, tidak hanya berkaitan dengan manajemen teknis pelaksanaan tetapi juga berkaitan dengan subtansi pemilihan umum itu sendiri.
 

Berdasarkan penjelasan diatas, selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Implementasi Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017”.
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Korelasi Politik Hukum Pemilihan Umum Dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana Implementasi Politik Hukum Pemilu dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Indonesia?
C. Tujuan 

1. Menjelaskan Korelasi Politik Hukum Pemilihan Umum Dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Mengkaji Implementasi Politik Hukum Pemilu dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Indonesia.
D. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis. 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada penulis dan pembaca terkait implementasi politik hukum pemilu dalam perspektif demokrasi dalam undang-undang no 7 tahun 2017.

2. Manfaat secara praktis.

Dengan adanya penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis pada bidang hukum juga dalam penerapannya
E. Tinjauan Pustaka

1. Tommy Supratama Solin, “peran komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgub 2013 dan 2018” Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2018. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran komisi pemilihan umum Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgub 2013 dan 2018 dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgub 2013 dan 2018 di komisi pemilihan umum Kabupaten Dairi.

2. Muh Imam Adli Aqil, “peran komisi pemilihan umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu Presiden 2014” Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2015. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana peran komisi pemilihan umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Presiden 2014 dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat komisi pemilihan umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Presiden 2014.

3. Anindya Suksarian Safiradewi, “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terkait Dengan Penerapan Presidential Threshold Mengenai Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilu Serentak” Jurnal Res Publica Vol.2 No.3, September- Desember 2018. Jurnal ini membahas tentang Presidential Threshold yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 koheren dengan prinsip-prinsip dalam sistem presidensial, efektivitas penerapan Presidential Threshold dalam peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu serentak dalam memperkuat sistem presidensial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research).
 Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau karya tulis ilmiah yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan Pustaka yang relevan.
 Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan karena sumber data bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah Statute Approach, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang- undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum.
 Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari norma (kaidah dasar), peraturan dasar, peraturan Undang- Undangan, hukum adat, yurisprudensi dan traktat.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa rancangan Undang-Undang dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier, disebut juga bahan rujukan, merupakan bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, direktori Pengadilan, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan data
Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, pendapat para sarjana, surat kabar, artikel, kamus dan juga data-data yang penulis peroleh dari internet.

5. Metode Analisis data
Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,yaitu data yang telah tersusun dalam bentuk kalimat (uraian),dianalisis secara terstuktur,runtun,logis. Berdasarkan ketentuan hukum positif,asas-asas hukum,kaidah hukum serta dokrin hukum. Metode yang digunakan dalam pembahasan, berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan


Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Politk Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasaran Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 ”, akan dibuat sistematika yang terdiri dari :

1. BAB I PENDAHULUAN, Bab ini memuat (a) latar belakang permasalahan; (b) rumusan masalah; (c) tujuan penelitian; (d) manfaat penelitian; (e) tinjauan pustaka; (f) metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan.
2. BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL, Bab ini memuat landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan variabel penelitian yang termuat dalam judul.
3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini memuat uraian data hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis dan ditafsirkan, serta pembahasan yang menjawab permasalah skripsi ini.
4. BAB IV PENUTUP, Bab ini memuat kristalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran dari semua hasil yang telah dicapai dalam masing-masing bab sebelumnya.
� Nurul Kamar, Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat), Cet. I; Makassar: Social Politic Genius SIGn, 2018, hlm.1.


� Hariyono, Membangun Negara Hukum yang Bermartabat, Malang: Setara Press, 2013, hlm.23.


� Sri Harini Dwiyatmi, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 155.


� Winardi, Dinamika Politik Hukum, Malang: Setara Press, 2008, hlm. 255.


� Arbi Sanit, Partai, Pemilu dan Demokrasi,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 158.


� Abdul Basid Fuadi, Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 3, September, 2021, hlm.4-5.


� Tommy Supratama Solin, “peran komisi pemilihan umum ( KPU ) Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgub 2013 dan 2018” Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2018.


� Muh Imam Adli Aqil, “peran komisi pemilihan umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu Presiden 2014” Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2015.


� Anindya Suksarian Safiradewi, “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terkait Dengan Penerapan Presidential Threshold Mengenai Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilu Serentak” Jurnal Res Publica, Vol.2, No.3, September-Desember 2018.


� Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23.


� A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 199.


� Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: University Press, 2020, hlm.133.


� Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,


Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.


� Soerjono Soekanto, Op cit.hlm.10


� Ibid. hlm. 33.


� Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3.


� Sutrisno Hadi, Metode Research II, Jogjakarta : Andi Ofset, cet. XIX, 1989, hlm. 193.
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